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RINGKASAN DISERTASI 

 
Sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan yang sangat dinamis 

pasca 4 (empat) kali perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945). Salah satu perubahan yang terjadi 

adalah ketentuan tentag pelaksanaan kedaulatan rakyat (demokrasi). Pasal 1 ayat (2) 

UUD 1945 menyatakan, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan 

menurut Undang-Undang Dasar.” Ketentuan tersebut merupakan hasil perubahan ke-

3 (tiga) pada tahun 2001, di mana sebelum perubahan tersebut, bunyi Pasal tersebut 

adalah “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh 

Majelis Permusyawaratan Rakyat.” hal ini menandakan adanya pergeseran terhadap 

pelaksanaan keadaulatan rakyat (demokrasi) yang sebelumnya ada ditangan 

parlemen (MPR) menjadi demokrasi konstitusional 

Dalam perubahan ke-3 tahun 2001 disisipkanlah Pasal 6A UUD 1945 yang 

menjadi landasan konstitusional dari pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara 

langsung oleh rakyat. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh 

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilihan umum sebelum 

pelaksanaan Pemilihan Umum. Sehingga pemilihan presiden dan wakil presiden 

tidak lagi dilakukan oleh MPR tetapi dilakukan oleh rakyat secara langsung. 

Adapun perubahan ketentuan tentang sistem pemilihan presiden tersebut 

perlu dikaji kembali apakah pergeseran tersebut sudah sesuai dengan nilai-nilai 

Pancasila sebagai dasar negara RI khususnya sila ke-4 yang berbunyi, “Kerakyatan 

yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. 

Yang menyiratkan pelaksanaan kedaulatan melalui jalur musyawarah/perwakilan. 

Dalam penyusunan disertasi ini, digunakan metode yuridis normatif, yaitu 

metode yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan asas-asas, kaidah-

kaidah atau norma-norma hukum positif. Sedangkan Pendekatan masalah yang 

dipergunakan dalam penelitian disertasi ini meliputi : Pendekatan Peraturan 

Perundang-undangan, Pendekatan Historis, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan 

Filosofis. 

Landasan teori yang dipergunakan sebagai pisau analisis dalam disertasi ini 

ialah sebagai berikut: 

1. Teori Negara Hukum Pancasila 

2. Teori Jenjang Norma 

3. Teori Sumber Hukum 

4. Teori Hermeneutika Hukum 
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Berdasarkan analisis pada Bab-bab Pembahasan, secara akademik 

disampaikan kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diajukan 

sebagai berikut: 

1. Secara filosofis bahwa hakikat makna “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksana dalam permusyawaratan/perwakilan” adalah demokrasi, yaitu 

pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, berdasarkan prinsip : (a) 

Pemusyawaratan, yaitu membuat putusan secara bulat, dengan dilakukan secara 

bersama melalui jalan kebikjasanaan; (b) Melaksanakan keputusan berdasarkan 

kejujuran. Keputusan secara bulat sehingga membawa konsekuensi kejujuran 

bersama. (c) Terkandung asas kerakyatan, yaitu rasa kecintaan terhadap rakyat, 

memperjuangkan cita-cita rakyat, dan memiliki jiwa kerakyatan. Asas 

musyawarah untuk mufakat, yaitu yang memperhatikan dan menghargai aspirasi 

seluruh rakyat melalui forum permusyawaratan, menghargai perbedaan, 

mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Pernyataan yang 

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan adalah pemimpin yang berakal sehat, 

rasional, cerdas, terampil, berhati-nurani, arif, bijaksana, jujur, dan adil atau 

pemimpin yang hikmat-kebijaksanaan itu mengarah pada pemimpin yang 

profesional (hikmat) melalui tatanan dan tuntunan permusyawaratan/perwakilan. 

Makna Sila keempat Pancasila merupakan sistem demokrasi-perwakilan yang 

dipimpin oleh orang-orang yang profesional dan berintegritas melalui sistem 

musyawarah untuk mufakat guna mendapatkan hasil terbaik dari suatu kebulatan 

keputusan politik. 

2. Sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang sesuai 

dengan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/perwakilan adalah model pemilihan demokrasi perwakilan 

dengan sistem musyawarah untuk mufakat (government discussion). Sedangkan 

sistem demokrasi secara langsung hanya dilaksanakan untuk memilih wakil-wakil 

yang akan menempati posisi sebagai representative body (badan perwakilan) 

guna melaksanakan musyawarah untuk mufakat dalam pemilihan Presiden dan 

Wakil Presiden Republik Indonesia. Oleh karena itu, mandat yang diberikan oleh 

rakyat kepada lembaga perwakilan merupakan bentuk implementasi konsep 

kedaulatan rakyat, sedangkan sistem pemilihan oleh lembaga yang mewakili 

rakyat tersebut merupakan pengejawantahan prinsip kerakyatan yang dipimpin 

oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan sebagaimana 

tertuang dalam sila ke 4 dari Pancasila. 

Merujuk pada uraian kesimpulan di atas, secara akademik disarankan 

sebagai berikut: 
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1. Disarankan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk melakukan 

perubahan (amandemen) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 dengan mengubah sistem pemilihan Presiden dan/atau 

Wakil Presiden secara langsung menjadi sistem pemilihan secara perwakilan oleh 

Majelis Permusyawaratan Rakyat agar sesuai dengan asas demokrasi yang 

termaktub dalam sila ke-4 Pancasila. 

2. Disarankan kepada pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) untuk 

merubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

khususnya yang berkaitan dengan syarat untuk menjadi calon anggota DPR RI 

maupun DPD RI harus dilakukan pengetatan dengan menambah syarat bahwa 

calon wakil rakyat tersebut tidak pernah melakukan tindak pidana dan perbuatan 

tercela yang bertujuan menjaga kualitas dan kapasitas calon wakil rakyat yang 

kompeten untuk mewakili rakyat dalam memilih, mengangkat, mengawasi dan 

memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden RI. 
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ABSTRACT 

 
The research of this dissertation is entitled: "Election of the President and 

Vice President of the Republic of Indonesia base on 4
th
 element of Pancasila”, with 

two main legal issues: (1) What is the meaning of popularism led by the wisdom of 

decisions in consultations / representation? (2) Is the system for selecting the 

President and Vice President of Indonesia in accordance with popular principles led 

by the wisdom of decisions in deliberations / representation? 

The objectives to be realized in this dissertation are: (1) To explore and find 

"popular meaning led by the wisdom of decisions in consultation / representation"; 

and (2) To analyze and find "the system of electing the President and Vice President 

of Indonesia in accordance with popular principles led by the wisdom of decisions in 

consultations / representation". 

This dissertation research is normative research which focuses on the level 

of harmonization or system related to the President and Vice President of the 

Republic of Indonesia directly by the people based on popular principles led by the 

wisdom of decisions in consultations (Pancasila democracy) and according to 

relevant relevant regulations. 

In this dissertation research several theories are used as knife analysis, 

namely theory The state of Pancasila law, the level theory of Norms, the theory of 

the source of law and the Hermeneutic Law theory, and uses two explanations of 

concepts, namely the concept of democratic state and popular concept which is led 

by wisdom in deliberation / representation. 

In analyzing legal issues discussed, in this dissertation research uses several 

approaches, including: Legislative approaches, historical approaches, conceptual 

approaches and philosophical approaches. 

From the results of the discussion and analysis, conclusions are obtained as 

answers to the problems proposed as follows:  

1. Philosophically that the meaning of "populistism led by wise wisdom in 

deliberation / representation" is democracy, namely the government of the 

people, by the people, and for the people, based on the principles of: (a) 

Consultation, that is, making decisions unanimously, by together through the path 

of wisdom; (b) Carry out decisions based on honesty. Decisions are unanimous 

so as to bring the consequences of honesty together. (c) The principle of 

populistism, which is a sense of love for the people, fights for the ideals of the 

people, and has a popular spirit. The principle of deliberation to reach consensus, 

which is to pay attention to and respect the aspirations of all the people through 

consultative forums, respecting differences, prioritizing the interests of the 

people, nation and state. Statements led by wisdom are leaders who are sound, 

rational, intelligent, skilled, conscientious, wise, wise, honest, and just or leaders 

who wisdom leads to professional leaders (wisdom) through the order and 

guidance of consultation/representative. The fourth meaning of the precepts of 

Pancasila is a representative-democratic system led by people who are 
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professional and have integrity through a deliberative system to reach consensus 

in order to get the best results from a round of political decisions. 

2. The system of electing the President and Vice President of the Republic of 

Indonesia in accordance with democratic principles led by wisdom in deliberation 

/ representation is a model for the election of representative democracy with a 

deliberative system for consensus. While the democratic system is only 

implemented directly to elect representatives who will occupy positions as 

representative bodies (representative bodies) to carry out deliberations for 

consensus in the election of the President and Vice President of the Republic of 

Indonesia. Therefore, the mandate given by the people to representative 

institutions is a form of implementation of the concept of popular sovereignty, 

while the electoral system by institutions that represent the people is the 

embodiment of the people's principles led by wisdom in consultation / 

representation as set forth in the fourth element from Pancasila 

 

Keywords:   Direct election of the President and Vice President by the people, the 

fourth element fromPancasila 
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